PROFIL INOVASI DAERAH
SI SUNDUK HUKUM

RANCANG BANGUN INOVASI DASAR HUKUM
Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selanjunya dalam Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam rangka membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, dibentuk perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Penyelenggarakan fungsi-fungsi pemeritahan daerah yang dilaksanakan melalui perangkat daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk perangkat daerah.
Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam produk hukum daerah, yang merupakan salah satu landasan hukum bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah yang ditugaskan kepadanya.
Sebagai salah satu perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah melalui bagian hukum, menjalankan fungsi  dalam penyusunan bahan produk hukum daerah, sehingga perlu memberikan pelayanan yang optimal kepada perangkat daerah, agar mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.
Dalam menjalankan fungsi penyusunan bahan produk hukum, daerah, pelayanan dalam penyampaian bahan penyusunan produk hukum dilaksanakan dengan menggunakan sistem tatap muka, yakni penyampaian bahan penyusunan produk hukum oleh perangkat daerah dilaksanakan dengan datang langsung ke Bagian Hukum Sekretariat daerah dan menyampaikannya dalam bentuk printout rancangan bahan produk hukum, tentunya hal ini menimbulkan pelayanan yang tidak efektif karena tidak menghemat waktu dan biaya.

PERMASALAHAN
Yang menjadi permasalahan antara lain :
a.     Belum efektifnya Pelayanan Penyusunan Bahan Produk Hukum Daerah.
b.     Lambatnya penyelesaian proses penetapan produk hukum.
c.     Minimnya jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan penyusunan produk hukum daerah.

ISU STRATEGIS
Bahwa isu strategisnya adalah “Belum efektifnya Pelayanan Penyusunan Bahan Produk Hukum Daerah”.
inovasi yang dipilih berdasarkan isu permasalahan adalah pada tugas dan fungsi Sub bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan adalah
”Efektifitas Pelayanan Penyusunan Bahan Produk Hukum Daerah Pada Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan”.







TAHAPAN INOVASI
[bookmark: _GoBack]Untuk dapat mewujudkan tujuan, sasaran serta kriteria keberhasilan sebagaimana disampaikan dalam lingkup area perubahan, perlu ditetapkan tahapan inovasi perubahan yang dilaksanakan dari tanggal 4 Maret sampai dengan 16 Mei 2021 dan disusun dalam kehiatan sebagai berikut :
Tabel 4. 
Tahapan Kegiatan inovasi
	NO
	KEGIATAN
	TARGET WAKTU

	A.
	Tahapan Persiapan
	

	1.
	Melaksanakan konsultasi mengenai inovasi yang akan dilaksanakan.
	Minggu ke I Maret 2021

	2.
	Melaksanakan rapat pembentukan Tim  inovasi yang akan dilaksanakan.
	Minggu ke II Maret 2021

	B.
	Tahapan Pelaksanaan
	

	1.
	Menyusun Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksanaan inovasi.
	Minggu ke III Maret 2021

	2.
	Melakukan Rapat Tim unuk merumuskan konsep pelayanan secara online.
	Minggu ke IV Maret 2021

	3.
	Melakukan koordinasi deengan Dinas Komunikasi dan Informatika (stakeholder Eksternal)
	Minggu ke V Maret 2021

	4.
	Menyampaikan Surat Sekretaris Daerah kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan penyediaan menu pelayanan produk hukum daerah pada link pemerintah daerah.  
	Minggu ke VI April 2021

	5.
	Melaksanakan Koordinasi dengan Tenaga IT/Programmer pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	Minggu ke VII April 2021

	6
	Pembuatan aplikasi si SUNDUK HUKUM
	Minggu ke VII April 2021

	7.
	Uji Coba Aplikasi si SUNDUK HUKUM
	Minggu ke IX April 2021

	 8.
	Melaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan pelayanan penyusunan bahan produk hukum melalui aplikasi si SUNDUK HUKUM kepada perangkat daerah
	Minggu ke X April 2021

	9.
	Melaksaakan pelatihan singkat oleh programmer kepada Tim internal terkait pelayanan melalui si SUNDUK HUKUM
	Minggu ke X April 2021

	C
	Tahapan Evaluasi 
	

	1.
	Evaluasi kesiapan pelaksanaan pelayanan penyusunan produk hukum melalui aplikasi si SUNDUK HUKUM.
	Minggu ke XI Mei 2021 

	2.
	Laporan Akhir
	Minggu ke XII Mei 2021




TUJUAN INOVASI
Tujuan dari dilaksanakannya inovasi ini adalah :
1. Jangka pendek :
a. Tersedianya pelayanan penyampaian bahan penyusunan produk hukum daerah berbasis aplikasi “Si SUNDUK HUKUM”;
b. Terlaksananya sosialisasi penggunaan aplikasi “Si SUNDUK HUKUM” dalam pelayanan penyampaian bahan penyusunan produk hukum daerah kepada perangkat daerah.
2. Jangka menengah :
a. Tersedianya aplikasi “Si SUNDUK HUKUM” dalam dalam penyampaian bahan penyusunan produk hukum daerah yang dapat di akses oleh perangkat daerah;
b. Terlaksananya pelayanan penyampaian bahan penyusunan produk hukum oleh perangkat daerah melalui aplikasi “Si SUNDUK HUKUM”.
3. Jangka Panjang :
a. Terlaksananya pelayanan penyusunan bahan produk hukum daerah yang hemat waktu dan biaya dengan menggunakan aplikasi “Si SUNDUK HUKUM”. 
Terwujudnya pelayanan penyusunan bahan produk hukum daerah yang lebih efektif
MANFAAT INOVASI
Manfaat terlaksananya Inovasi ini adalah :
1.     Manfaat Internal :
a.     Bagi sub bagian perundang-undangan bagian hukum:
1) Memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan penyusunan bahan produk hukum daerah kepada perangkat daerah;
2) Memudahkan dalam melakukan analisisis terhadap bahan penyusunan bahan produk hukum yang disampaikan oleh perangkat daerah;
3) Mengurangi aktifitas tatap muka secara langsung dengan perangkat daerah.
b.     Bagi  Instansi :
1) Mendukung kinerja Sekretariat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah.
2) Mendukung pencapaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
2.     Manfaat eksternal :
a.     Memberikan kemudahan dalam penyampaian bahan penyusunan produk hukum daerah kepada Bupati;
b.     Menghemat waktu, dan biaya dalam penyampaian bahan penyusunan produk hukum daerah;
c.     Tersedianya bahan produk hukum daerah yang siap ditetapkan oleh Bupati untuk digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai landasan pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah.
Output kunci pada Inovasi ini yaitu di antara lainnya adalah :
1.        Tersedianya aplikasi “si SUNDUK HUKUM” dalam penyampaian bahan penyusunan produk hukum daerah yang dapat di akses oleh perangkat daerah;
2.        Terlaksananya pelayanan penyampaian bahan penyusunan produk hukum oleh perangkat daerah melalui aplikasi “si SUNDUK HUKUM”.
3.        Terlaksananya pelayanan penyusunan bahan produk hukum daerah yang hemat waktu dan biaya dengan menggunakan aplikasi “si SUNDUK HUKUM”.
4.        Terwujudnya pelayanan penyusunan bahan produk hukum daerah yang efektif kepada perangkat daerah.
Di samping tujuan inovasi tersebut, secara tidak langsung, pelayanan penyampaian penyusunan bahan produk hukum berbasis aplikasi ini juga memberikan penghematan terhadap penggunaan anggaran belanja pemerintah daerah, serta dalam skala yang lebih berpartisifasi dalam pelaksanaan revolusi hijau karna berkurangnya penggunaan kertas dalam pelayanan penyusunan bahan produk hukum    


HASIL INOVASI
Terwujudnya tujuan inovasi yaitu di antara lainnya adalah :
1. Tersedianya aplikasi “si SUNDUK HUKUM” dalam penyampaian bahan penyusunan produk hukum daerah yang dapat di akses oleh perangkat daerah;
2. Terlaksananya pelayanan penyampaian bahan penyusunan produk hukum oleh perangkat daerah melalui aplikasi “si SUNDUK HUKUM”.
3. Terlaksananya pelayanan penyusunan bahan produk hukum daerah yang hemat waktu dan biaya dengan menggunakan aplikasi “si SUNDUK HUKUM”. 
4. Terwujudnya pelayanan penyusunan bahan produk hukum daerah yang efektif kepada perangkat daerah.
Di samping tujuan inovasi tersebut, secara tidak langsung, pelayanan penyampaian penyusunan bahan produk hukum berbasis aplikasi ini juga memberikan penghematan terhadap penggunaan anggaran belanja pemerintah daerah, serta dalam skala yang lebih berpartisifasi dalam pelaksanaan revolusi hijau karna berkurangnya penggunaan kertas dalam pelayanan penyusunan bahan produk hukum daerah.  
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Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 


pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 


daerah dan tugas pembantuan dengan pr


insip otonomi yang seluas


-


luasnya dalam 


sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 1 


angka 3 Undang


-


Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 


menyebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah Kepala Dae


rah 


sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 


urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selanjunya dalam 


Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga 


perwakilan rakyat daera


h yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan 


daerah. Dalam rangka membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, 


dibentuk perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan 


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggara


an urusan pemerintahan yang 


menjadi kewenangan daerah.


 


Penyelenggarakan fungsi


-


fungsi pemeritahan daerah yang dilaksanakan melalui 


perangkat daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 


Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pe


rangkat Daerah, dibentuk perangkat 


daerah.


 


Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, 


pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan


-


kebijakan yang 


dituangkan dalam produk hukum daerah, yang merupakan salah s


atu landasan hukum 


bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas


-


tugas pemerintahan daerah yang 


ditugaskan kepadanya.


 


Sebagai salah satu perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang dalam 


penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah melal


ui bagian hukum, 


menjalankan fungsi


 


 


dalam penyusunan bahan produk hukum daerah, sehingga perlu 


memberikan pelayanan yang optimal kepada perangkat daerah, agar mampu 


memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.


 




PROFIL   INOVASI   DAERAH   S I SUNDUK HUKUM     RANCANG   BANGUN   INOVASI   DASAR   HUKUM   Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh  pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi  daerah dan tugas pembantuan dengan pr insip otonomi yang seluas - luasnya dalam  sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 1  angka 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  menyebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah Kepala Dae rah  sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selanjunya dalam  Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga  perwakilan rakyat daera h yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan  daerah. Dalam rangka membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah,  dibentuk perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggara an urusan pemerintahan yang  menjadi kewenangan daerah.   Penyelenggarakan fungsi - fungsi pemeritahan daerah yang dilaksanakan melalui  perangkat daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pe rangkat Daerah, dibentuk perangkat  daerah.   Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya,  pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan - kebijakan yang  dituangkan dalam produk hukum daerah, yang merupakan salah s atu landasan hukum  bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas - tugas pemerintahan daerah yang  ditugaskan kepadanya.   Sebagai salah satu perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah melal ui bagian hukum,  menjalankan fungsi     dalam penyusunan bahan produk hukum daerah, sehingga perlu  memberikan pelayanan yang optimal kepada perangkat daerah, agar mampu  memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.  

